Bulan :

T2 34 |5 [6 |7 8 9 |10 (10)]12 | 12[0]2]3]
SUBBAGIAN HUMAS
Tanggal :
1 [2 [3 [4 5 [6 |7 |8 |9 [10 [11 [12 |13 [14 [15 (16)] [ MediaOnine
17 |18 |19 R0 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |29 |30 |31 | Meodia Cotak | Pos Kota

DPRD DKI Minta Pemprov Lindungi Warga

Kepulauan Seribu

JAKARTA (Poskota) -
Dewan Perwakilan Raky-
at Daerah (DPRD) DKI Ja-
karta menyampaian pan-
dangan Fraksi terhadap
usulan Rancangan Per-
aturan Daerah (Raperda)
Pencabutan Perda nomor
11 tahun 1992 tentang Pe-
nataan dan Pengelolaan
Kepulauan Seribu Kota
Madya Jakarta Utara.
Dalam rapat paripurna
itu, Wakil Sekretaris | Frak-
si Partai Gerindra DPRD
DKI Jakarta, Esti Arimi Pu-
tri meminta Pemprov DKI
Jakarta mengatur secara
spesifik mengenai perlind-
ungan aset berupa tanah
milik Pemprov DKI Jakarta
yang berada di Kepulauan
Seribu dalam Perda Pulau
Seribu nantinya.
"Pemprov DKI Jakar-
ta harus melindungi war-
ga Kepulauan yang telah
menetap resmi sejak lama,
sehingga Fraksi kami tidak
ingin lagi mendengar kem-
bali sengketa lahan milik
warga seperti halnya ke-
jadian di salah satu Pulau
yang tanahnya tiba-tiba ber-
pindah kepemilikan," kata
Esti, kemarin.
Sementara itu, Ang-
gota Fraksi PDI Perjuan-
gan (PDIP) DPRD DKI

Jakarta, Gani Suwondo
mengingatkan Pemprov
DKI agar tetap menjaga
ekologi kelautan dan men-
guatkan kemampuan para
nelayan dengan pembeka-
lan iimu pengetahuan dan
teknologi dengan harapan
dapat memenuhi pangan
lokal pada Perda terbaru
nantinya.

"Dengan begitu ke-
butuhan dasar akan pro-
tein hewani di DKI Jakarta
khususnya dari perikanan
dan kelautan akan bisa ter-
penuhi. Disamping itu su-
dah bisa dipastikan akan
mampu meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat di
wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil di DKI Jakarta,"
vjar Gani.

Diberitakan sebelum-
nya, Penjabat (Pj) Guber-
nur DKI Jakarta Heru Budi
Hartono menjelaskan Ran-
cangan Peraturan Daerah
(Raperda) tentang Pen-
cabutan Peraturan Dae-
rah (Perda) Nomor 11 Ta-
hun 1992 tentang Penata-
an dan Pengelolaan Kepu-
lauan Seribu Kota madya
Jakarta Utara dalam rapat
paripurna di gedung DPRD
DKI Jakarta, Jakarta Pusat,
Selasa, 7 Oktober 2023.

“Urgensi pencabutan

Perda Nomor 11 Tahun
1992 didasarkan atas fakta
secara kewilayahan. Kepu-
lauan Seribu telah ditetap-
kan sebagai Kabupaten
Administrasi yang memi-
liki dua wilayah kecamatan
dan bukan bagian dari
wilayah Kota Administra-
si, sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Pemerin-
tah Nomor 55 Tahun 2001
tentang Pembentukan Ka-
bupaten Administrasi Kep-
ulauan Seribu, Provinsi DKI
Jakarta,” terang Pj Heru.

Dalam pengelolaan pu-
lau-pulau kecil yang berada
di wilayah Kepulauan Seri-
bu, lanjut Pj Heru, beberapa
wilayah pulau telah diman-
faatkan sebagai kawasan
pariwisata, baik yang dike-
lola untuk kepentingan pub-
lik maupun untuk penggu-
naan privat.

Namun, Pj Heru
menjelaskan, sebagian
besar lahan tersebut be-
lum dikelola secara optimal
dan terhambat oleh regu-
lasi yang masih mengacu
pada Perda Nomor 11 Ta-
hun 1992, Karena itulah,
diperlukan kebijakan yang
mendukung pengemban-
gan potensi aktivitas jasa
pariwisata di Kepulauan
Seribu. (Aldi/ifn)



